PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN

DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: {7¢ / 42 /DKPS/1X/2019
NOMOR:  //74/DKISP/IX/2019

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Nama : ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos., MAP.
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : HKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya,

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471-
173 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. ARATUNI, M.T.

Afamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya (73112)

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota
Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor
188.45/299/2018 Tanggal 7 Juni 2018 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka
Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya di Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Palangka
Raya, berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang bertugas
membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi;



3.

bahwa untuk menindaklanjuti Surat lzin Walikota Palangka Raya Nomor 510/DKISP-
SET/VI/2019 tangga' 1 Juli 2019 tentang Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PARA PIHAK
sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka
Raya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sesuai dengan
kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama
tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian Kota Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber

daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling
mendukung agar Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya bisa berjalan efektif, efisien dan
akuntabel.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan mengefektifkan fungsi dan peran PARA

PIHAK untuk Pemantaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a.
b.
c.

Pemantaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemantfaatan Data Kependudukan.
Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).

Pasal 3
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik, dalam
rangka mengefektifkan:

a.

b.

Pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi Oleh PIHAK
KEDUA dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;

validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan
Publik yang Terintegrasi oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik:

pembaharuan data demografi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Kota Palangka Raya dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Data
Kependudukan yang berbasiskan NIK;

perencanaan program dan Kegiatan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan
menggunakan data agregat kependudukan; dan

hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengembangan layanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

a. Pemantaatan NIK:

1. Memfasilitasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin
ketunggalannya untuk pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik
yang Terintegrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan

2. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi
kewajiban PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. memtasilitasi pemberian nak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai
dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dari PARA PIHAK untuk
mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA;

2. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik atas biaya PIHAK KEDUA;

3. memtasilitasi pemberian bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang
implementasi pemantfaatan Data Kependudukan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA; dan

4. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses

dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah
berakhir.

¢. Pemanfaatan KTP Elektronik:
1. menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik;
2. memantau PIHAK KEDUA dalam penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik
(card reader) sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

3. memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada Security Access Module (SAM) milik
PIHAK KEDUA; dan




4.

memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan
perangkat pembaca KTP Elektronik (card reader) atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Pemanfaatan NIK:

-

Menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya
dalam setiap pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang
Terintegrasi dan perencanaan program dan kegiatan serta pengembangan layanan
yang diterbitkan PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kepada publik; dan

menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis
dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban PIHAK KEDUA.

b. Pemantaatan Data Kependucukan:

1.

2.

3.

menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK
PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai
pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK
KEDUA;

menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data
kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui
pengelola hak akses;

menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;

menylapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari
titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan
PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;

menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan
teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan
dibersihkan oleh PIHAK PERTAMA; dan

memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik

data yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik
PIHAK PERTAMA.

¢. Pemanfaatan KTP Elektronik

1

menyediakan perangkat pembaca KTP Elektronik (card reader) dan perangkat

pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian
Dalam Negerni;

menyediakan kartu Security Access Module (SAM) yang aktivasi kuncinya akan
ditasilitasi oleh PIHAK PERTAMA;

menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis
dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik
(card reader);

mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan olen PIHAK KEDUA
untuk memiliki KTP Elektronik secara bertahap;

membantu sosialisasi pemanfaatan KTP Elektronik, melalui media cetak dan
media elektronik; dan

memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang
diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan KTP Elektronik dengan tidak
mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik dan atau dengan

menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi
KTP Elektronik dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:



Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
1. melakukan monitoring dan evaluasi p

yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA;
2. mendapat informasi perkembangan pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

emanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak

akses dan petugas pengguna data kependudukan,;
2 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Data

Kependudukan; dan
3. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data

yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan secara
nasional.

Pemanfaatan KTP Elektronik:
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP

Elektronik (card reader).

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

1)

(@

(3)
(4)

a. Pemantaatan Nomor Induk Kependudukan:

1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya
untuk seluruh pelayanan Bidang Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik
yang Terintegrasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan

2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi
kewajiban PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan yang
telah dijamin ketunggalannya dalam lingkup tugas pelayanan PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA,; dan

2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi
penggunaan hak akses Data Kependudukan.

¢. Pemanfaatan KTP Elektronik:
1. menggunakan perangkat pembaca KTP Elektronik (card reader) untuk membaca

cip KTP Elektronik;

2. mendapatkan kunci pada Security Access Module (SAM) milik PIHAK KEDUA; dan

3. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan
perangkat pembaca (card reader).

Pasal 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk
semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan
tembusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sampai
dengan tanggal 24 September 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
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Pasa 8
READAAN ME MASCA (FORMCE MAE UNE )

1) Apabées twrad harnal @ v hosvassan PANA FPrlds stay neddasn mMemanss 3ol
Shakuhalh perubaharn poiaksanasn Ferianuan Reds Sama atas hoseparalan PANA PR
(& Readaar MeMmaksd sebagsvhad Srhassud pade syat (1. adaah adermd Reluyasan
permenmialh yang mengakibatian Disk dapat Slarg tr vy Do assanasn Ferianpan Rers

Same

Pasal 9
Bl RAPOUEIRNYA P RIANAN I UIASAMA

Peranjian Reje Sama Det skl apabia

A  jangha waktyu Pernanjian Reja Sama leiah sciosal

b Perubahen stuan yang menvelabiean Gdak Deriasunya Perjanpon Kerja Sama atau

b atas kesepakatan PARA PIMAR untus mengasl herjd 3arma sebeium jangha waklu
Penjanjian nerje Sama ber anh

FPasad 10
PENYT LE SALAN L SE LISEAN

(1) Apabila dikemulian hat byl pedfmasaweian Calarm  DerDedaan penafsiran  dan
pelaksanaan FPenanjan Reisa Sama w artara PANA PR akan Cuselesaikan secara
Musyawa anh unlus Miutae sl

(2) Datam hal mus)awarah San Mmolass! selagarmana rmasswd [ada ayal 1) Gaak tercagal,
MAaks ShaN GSMESBS" Setull 00NZan Pof oluf an Dev iarg langan

Pasal 11
LAIN - LAN

(1) Daiam hal dpendsan adanya penambanan ala. pengusangan maten Perjanjan Kerja
Sama il Mara capal diardran pef ubanan alas perselupean PARA PUHAK

(2) Perubanhan sebagawmana Gunansud pada ayal (1) @tuangsan caiam Addendum yang
merupahan Dagian yang Ldar Lo pusalman 301 Perjangan Rerad Sama ni

(3) HKetentuan-ketlentuan yang Derstal learus dan opelasonal daikam pelansanaan Perjangan
Kerja Sama ini ahan disusun Galam Standasd Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 12
PtNUITUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuatl dalam ranghap 2 (dua), masing-masing dibudbuhi
materal cukup dan mempunyal hehuatan hukwm yang sama setelah dnandatangani PARA
PIHANK dengan dicap stempel resmi.
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